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Nomor : 109/PM.00.02/K.JT/11/2024
Sifat . Penting
Lampiran -
Perihal . Imbauan Memilih
Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenanga Kerja Kabupaten Banjarnegara
di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupafi, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihah Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan



Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota;

B. Sehubungan dengan dilaksanakannya hari pemungutan dan penghitungan suara
pada tanggal 27 November 2024 pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “pemungutan suara
dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan”

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota bahwa (2) “pemungutan suara Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau hari yang
diliburkan”;

ayat (3) “Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00
waktu setempat”;

Bahwa berdasarkan Pasal 182B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Seorang majikan atau



atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja
untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan
tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta
rupiah) dan paling banyak RP 72.000.000 (tujuh puluh empat juta
rupiah)”;

C. Mendasari pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dalam rangka
pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara untuk meneruskan
imbauan ini dan/atau membuat imbauan secara mandiri kepada perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh/karyawan di wilayah
kabupaten Banjarnegara untuk meliburkan/memberi kesempatan kepada
pekerja/buruh/karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan

Serentak tanggal 27 November 2024 mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul
13.00 waktu setempat.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk
mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 7
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil,
demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas /
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.



